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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas secara mendalam fenomena obstruction of justice 

dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia, 

serta mengeksplorasi hubungan dan implementasi Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban dalam konteks tersebut. Meskipun Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah disahkan untuk memperkuat 

perlindungan bagi saksi dan korban, kenyataannya obstruction of justice masih 

sering menjadi penghalang serius dalam proses penegakan hukum. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi terhadap 

peraturan perundang-undangan yang relevan dan metode penelitian hukum 

empiris melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, 

termasuk penegak hukum, advokat, dan korban. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa obstruction of justice merupakan hambatan utama dalam upaya 

mencapai keadilan bagi korban anak. Pelaku tindak pidana seksual sering kali 

menggunakan berbagai metode intimidasi, kekerasan, dan tekanan psikologis 

untuk mencegah korban dan saksi memberikan kesaksian yang benar di 

pengadilan. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya memperpanjang trauma 

yang dialami oleh korban, tetapi juga merusak integritas proses hukum dan 

menghambat penegakan hukum yang seharusnya adil dan transparan. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang 

cukup komprehensif dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, 

implementasinya di lapangan masih jauh dari memadai. Perlindungan fisik, 

dukungan psikologis, dan pendampingan hukum bagi anak korban sering kali 

tidak tersedia atau kurang efektif, mengakibatkan kerentanan tambahan bagi 

korban dalam menghadapi tekanan dari pelaku. Kesimpulan dari penelitian ini 

menyoroti kebutuhan mendesak akan perlindungan yang lebih efektif dan 

komprehensif bagi anak korban tindak pidana seksual. Beberapa rekomendasi 

yang diajukan meliputi: peningkatan perlindungan anak korban melalui 

penyediaan dukungan psikologis yang berkelanjutan, perlindungan fisik yang 

memadai, dan pendampingan hukum yang konsisten; penegakan hukum yang 

lebih tegas terhadap pelaku obstruction of justice untuk mencegah intimidasi 

dan kekerasan terhadap saksi dan korban; serta pengawasan yang lebih ketat 

terhadap proses peradilan untuk memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi. 

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan dan kampanye 

yang lebih luas mengenai perlindungan anak korban serta peran yang lebih 

aktif dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam 

mendukung saksi dan korban selama proses peradilan. Dengan adanya 

langkah-langkah tersebut, diharapkan keadilan bagi anak korban tindak pidana 

seksual dapat tercapai, dan obstruction of justice dapat diminimalisir sehingga 

proses hukum dapat berjalan secara lebih adil dan efektif. 
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ABSTRACT 

This study delves deeply into the phenomenon of obstruction of justice in 

cases of sexual crimes against minors in Indonesia, exploring the relationship 

and implementation of the Witness and Victim Protection Law in this context. 

Despite the enactment of Law Number 31 of 2014, which aims to strengthen 

protection for witnesses and victims, obstruction of justice remains a 

significant barrier in law enforcement processes. This research employs 

normative legal research methods through the study of relevant legislation and 

empirical legal research methods through in-depth interviews with various 

related parties, including law enforcement officials, advocates, and victims. 

The findings indicate that obstruction of justice is a primary obstacle in 

achieving justice for child victims. Perpetrators of sexual crimes often use 

various methods of intimidation, violence, and psychological pressure to 

prevent victims and witnesses from providing truthful testimony in court. 

These actions not only exacerbate the trauma experienced by the victims but 

also undermine the integrity of the legal process, hindering fair and transparent 

law enforcement. The study also reveals that despite the comprehensive legal 

framework provided by the Witness and Victim Protection Law, its 

implementation in practice remains inadequate. Physical protection, 

psychological support, and legal assistance for child victims are often 

unavailable or ineffective, resulting in additional vulnerability for victims 

facing pressure from perpetrators. The conclusion of this research highlights 

the urgent need for more effective and comprehensive protection for child 

victims of sexual crimes. Several recommendations include: enhancing 

protection for child victims through the provision of ongoing psychological 

support, adequate physical protection, and consistent legal assistance; stricter 

law enforcement against perpetrators of obstruction of justice to prevent 

intimidation and violence against witnesses and victims; and stricter oversight 

of the judicial process to ensure that the rights of victims are fulfilled. 

Additionally, the study emphasizes the importance of broader education and 

campaigns regarding the protection of child victims, as well as a more active 

role for the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in supporting 

witnesses and victims throughout the judicial process. With these measures in 

place, it is hoped that justice for child victims of sexual crimes can be achieved 

and that obstruction of justice can be minimized, allowing the legal process to 

proceed more fairly and effectively. 
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